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Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

bahwa berdasarkan Lampiran Angka V, Point 22 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2Ol7 Tentang
Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018, program dan kegiatan yang dibiayai dari
dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta
pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak
lainnya yang belum cukup tersedia danlatau belum dianggarkan,
dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja
berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD, Pergeseran
antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas
persetujuan sekretaris daerah, Pergeseran anggaran sebagaimana
dimaksud dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan
Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar peiaksanaan urntuk
selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana drmaksud pada
huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018;

Undang-Undang Nomor 7 Drl Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1Oe2);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

C.

2.



3.

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 561);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ientang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2074 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi
Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan
Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai
ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten Langkat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan
Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3322lr;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5.

6.

7.

8.

4575\;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OlO tentang Perubairan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Deu,an
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2ol7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6075);



13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O7O tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor tO7 Tahun 2Ol7
tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 24a);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri' Nomor 21 Tahun 2}ll tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OLl Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2OO9 tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2OO9 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus di Daerah);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2All tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2AlL tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor 5a0);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL4 Nomor 2093);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2a77 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2Ot8 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 825);

2O. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226|PMK.O7 l2ol7 tentang
Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol7 Nomor l97l);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 rahun 2oo7
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2OO7 Nomor 05);

22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun
2OL6 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29 Tahun
20L6l;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 2 Tahun 2oL7 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2OL7 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat Nomor 32);



Menetapkan

24.Peraturan Dacrah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belan」 a Dacrah Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2017 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Langkat Nomor 35);

25.Pcraturan Bupati Langkat Nomor 43 Tahun  2017  tcntang
PCttabaran Anggaran Pcndapatan dan Bclatta Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Bcrita Daerah Kabupatcn Langkat Tahun 2017
Nomor 43)sebagailnana tclah diubah dcngan Pcraturan Bupati
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pcrubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 43 Tahun 2017 tcntang Pcl■ 」abaran Anggaran Pcndapatan
dan Bclatta Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Dacrah
Kabupaten Langkat Tahun 2018 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

:PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PERUBAHAN  KEDUA  ATAS
PERATURAN  BUPATI  NOMOR  43  TAHUN  2017  TENTANG
PEN」ABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2OI7 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita
Daerah Kabupaten Langkat Nomor 43 Tahun 2Ol7) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 43 Tahun 2Ol7 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2Ol8 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018 Nomor 6) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah
Rp.1.832.309.558.986,00 bertambah sejumlah Rp.406.759.067.789,OO sehingga
menjadi Rp.2.239 .068.626.775,OO dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
a. Semula Rp. 1.834.309.558.986,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 398.58a.8a0.057.00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.2.232.894.399.043,00

2. Belanja
a. Semula Rp.1.832.309558.986,00
b. Bcrtambah/(berkurang)Rp.  406.759.067.789,00
」un■lah BelanJa setelah Perubahan            Rp.2.239.068.626.775,00

Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan Rp.  (6.174.227,732,00)

3. Pembiayaari
a. Penerimaan

1) Semula RP. 0,00
2)Bertambah/(berkurang)Rp. 8.174.227.732,00
」unllah PencrirI■ aan sctclah Pcrubahan        RP, 8.174,227,732,00




